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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan mensintesis literatur mengenai administrasi pajak digital dan 
kepatuhan wajib pajak. Penelitian menggunakan pendekatan integrative literature 
review berbasis database Scopus. Pencarian dilakukan dengan kata kunci terkait e-filing, e-
tax, tax digitalization, digital tax administration, online tax, tax compliance, dan taxpayer compliance. 
Dengan kriteria publikasi 2020–2026, artikel jurnal, bahasa Inggris, dan open access, diperoleh 
30 artikel untuk dianalisis. Data dianalisis melalui ekstraksi informasi, pengelompokan 
tematik, dan sintesis naratif integratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa administrasi pajak 
digital berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak melalui adopsi teknologi, kualitas 
sistem, kepuasan pengguna, efisiensi administrasi, kesadaran pajak, pengetahuan pajak, 
keadilan, kepercayaan, dan literasi digital. Namun, hubungan tersebut dipengaruhi oleh 
kesiapan pengguna, akses digital, kualitas layanan, kapasitas kelembagaan, dan karakteristik 
wajib pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa administrasi pajak digital perlu dipahami 
sebagai ekosistem teknologi, layanan, perilaku, dan tata kelola perpajakan. 
 
Kata Kunci: administrasi pajak digital; kepatuhan wajib pajak; e-filing; e-tax; literature review 
integratif 
 

Abstract 

This study synthesizes the literature on digital tax administration and taxpayer compliance. It 
applies an integrative literature review based on the Scopus database. The search used 
keywords related to e-filing, e-tax, tax digitalization, digital tax administration, online tax, tax 
compliance, and taxpayer compliance. Using the criteria of 2020–2026 publications, journal 
articles, English language, and open access, 30 articles were selected for analysis. The data were 
analyzed through information extraction, thematic grouping, and integrative narrative 
synthesis. The findings show that digital tax administration contributes to taxpayer compliance 
through technology adoption, system quality, user satisfaction, administrative efficiency, tax 
awareness, tax knowledge, fairness, trust, and digital literacy. However, this relationship is 
influenced by user readiness, digital access, service quality, institutional capacity, and taxpayer 
characteristics. This study concludes that digital tax administration should be understood as an 
ecosystem of technology, services, behavior, and tax governance. 
 
Keywords: digital tax administration; taxpayer compliance; e-filing; e-tax; integrative literature 
review. 
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PENDAHULUAN  
Digitalisasi administrasi pajak telah menjadi salah satu agenda penting dalam 

reformasi perpajakan modern karena mampu mengubah proses perpajakan dari 
sistem manual menuju sistem berbasis teknologi. Perubahan tersebut tampak melalui 
penerapan e-filing, e-billing, e-tax, e-payment, e-invoicing, fiscalization, dan berbagai 
layanan perpajakan digital lainnya. Administrasi pajak digital dipandang dapat 
menyederhanakan prosedur, mempercepat pelaporan dan pembayaran pajak, 
menurunkan biaya kepatuhan, memperkuat transparansi, serta meningkatkan 
kapasitas otoritas pajak dalam mengelola penerimaan negara. Kochanova et al. (2020) 
menunjukkan bahwa penerapan e-filing dapat menurunkan biaya kepatuhan pajak, 
mengurangi intensitas interaksi langsung dengan petugas pajak, dan berkaitan 
dengan peningkatan penerimaan pajak. Rokhman et al. (2023) juga menemukan 
bahwa e-government, e-billing, dan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Dalam konteks yang lebih luas, Grabareva dan Pogorletskiy (2026) 
menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pajak melalui e-invoicing dan 
instrumen digital lain dapat meningkatkan penerimaan pajak serta menurunkan 
penghindaran PPN. Temuan tersebut menegaskan bahwa administrasi pajak digital 
tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi juga bagian dari strategi tata kelola perpajakan 
untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak. 

Meskipun demikian, hubungan antara administrasi pajak digital dan 
kepatuhan wajib pajak tidak selalu dapat dipahami sebagai hubungan langsung yang 
sederhana. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sistem digital baru dapat 
meningkatkan kepatuhan apabila diterima, diadopsi, dan digunakan secara aktual 
oleh wajib pajak. Night dan Bananuka (2020) menemukan bahwa adopsi sistem pajak 
elektronik memediasi hubungan antara sikap terhadap sistem elektronik dan 
kepatuhan pajak pada usaha kecil. Do et al. (2022) juga menunjukkan bahwa adopsi e-
tax system menjadi penghubung antara sikap terhadap sistem pajak elektronik dan 
kepatuhan perusahaan. Otekunrin et al., (2021) menemukan bahwa e-tax system 
efektif dalam mengurangi tax evasion melalui peningkatan kepatuhan dan perubahan 
sikap wajib pajak terhadap sistem elektronik. Inegbedion (2025) menegaskan bahwa 
penerimaan sistem pajak elektronik oleh SMEs berpengaruh terhadap kepatuhan 
pajak dan berkontribusi terhadap penerimaan pajak. Salawu et al. (2025) 
menambahkan bahwa performance expectancy, effort expectancy, dan e-tax filing 
awareness menjadi faktor penting dalam membentuk kepatuhan SMEs. Dengan 
demikian, keberadaan platform digital saja belum cukup untuk menghasilkan 
kepatuhan apabila tidak didukung oleh penerimaan, kemudahan penggunaan, dan 
pemanfaatan sistem oleh wajib pajak. 

Efektivitas administrasi pajak digital juga dipengaruhi oleh kualitas sistem, 
kepuasan pengguna, efisiensi administrasi, dan kapasitas wajib pajak dalam 
memahami sistem digital. Devano et al. (2023) menemukan bahwa penggunaan e-
taxation dan kepuasan wajib pajak berhubungan positif dengan kepatuhan pajak. 
Saptono et al. (2023) menunjukkan bahwa kualitas sistem e-tax dan persepsi 
penurunan biaya kepatuhan meningkatkan niat patuh melalui kepuasan pengguna. 
Ariyanto et al. (2024) menemukan bahwa kualitas sistem pelaporan pajak 
memengaruhi penggunaan dan kepuasan pengguna, yang kemudian berdampak 
pada kepatuhan pajak. Bojuwon et al. (2026) juga menunjukkan bahwa kualitas 
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layanan, kenyamanan, privasi, kepuasan wajib pajak, dan kompetensi sistem 
berkaitan dengan kepatuhan dalam adopsi e-tax. Magumba et al. (2026) menegaskan 
bahwa efisiensi administrasi, khususnya kemudahan proses kerja, menjadi mediator 
penting dalam hubungan antara e-tax adoption dan tax compliance. Selain itu, Hung 
et al. (2024) menunjukkan bahwa perceived ease of use, perceived usefulness, dan 
keterampilan teknologi informasi mendorong penerapan e-tax pada SMEs. Temuan-
temuan tersebut memperlihatkan bahwa administrasi pajak digital harus dipahami 
sebagai ekosistem layanan yang menggabungkan teknologi, kualitas sistem, 
pengguna, dan efisiensi proses administrasi. 

Selain faktor teknologi, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor 
pengetahuan, kesadaran, keadilan, kepercayaan, serta aspek psikologis dan sosial. 
Supriyati et al. (2025) menemukan bahwa digitalisasi informasi pajak, keadilan pajak, 
dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Michael et al. 
(2025) menunjukkan bahwa tax awareness memperkuat hubungan antara sikap, 
adopsi e-tax, dan kepatuhan MSMEs. Mac (2025) menemukan bahwa tax awareness 
memediasi hubungan antara tax education dan tax compliance, sedangkan Matshona et 
al. (2024) menegaskan bahwa tax knowledge dan sikap positif terhadap regulasi 
perpajakan menjadi dasar penting dalam membentuk perilaku patuh. Hidayat et al. 
(2023) menunjukkan bahwa religiositas dan sikap berpengaruh terhadap niat patuh 
pajak, sementara Utama et al. (2022) menemukan bahwa e-filing tidak selalu memiliki 
efek moderasi yang signifikan. Fajriana et al. (2023) menemukan bahwa keadilan pajak 
dan kepercayaan wajib pajak berperan dalam membangun kepatuhan sukarela. 
Cahyonowati et al. (2020) serta AbdelNabi et al. (2022) menunjukkan bahwa iklim 
pajak, karakter personal, voice, dan empathy juga dapat memengaruhi perilaku 
kepatuhan. Dengan demikian, administrasi pajak digital tidak dapat dilepaskan dari 
perilaku wajib pajak, persepsi keadilan, kepercayaan terhadap otoritas, dan 
kemampuan wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakan. 

Namun, literatur juga menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pajak tidak 
selalu menghasilkan dampak yang seragam. Santoro et al. (2024) menemukan bahwa 
adopsi e-tax di Eswatini menghasilkan dampak campuran terhadap perilaku 
pelaporan dan akurasi pelaporan. Masuku et al. (2025) menunjukkan bahwa 
pembayaran elektronik memiliki tingkat kepatuhan tertinggi, tetapi masih terdapat 
keterlambatan dan ketidakpatuhan pembayaran pajak. Dote-Pardo et al. (2025) 
menemukan bahwa penggunaan layanan pajak digital tidak merata karena 
dipengaruhi oleh pendidikan, usia, tempat tinggal, dan kemampuan navigasi 
platform. Alkausar et al. (2022) juga menunjukkan bahwa kesiapan milenial dalam 
menerima e-filing dipengaruhi oleh innovativeness dan perceived risk. Bui et al. (2026) 
menegaskan bahwa digitalisasi administrasi pajak penting, tetapi efektivitas 
manajemen pajak juga ditentukan oleh kejelasan hukum, keadilan audit, biaya 
kepatuhan, transparansi perusahaan, dan kompetensi petugas pajak. Kokalari dan 
Guma (2025) serta Pali dan Rama (2025) juga menunjukkan bahwa digitalisasi layanan 
pajak masih menghadapi tantangan terkait biaya kepatuhan, adaptasi teknologi, 
keamanan siber, infrastruktur, dan keterampilan digital. Perbedaan hasil tersebut 
menunjukkan bahwa administrasi pajak digital bukan faktor tunggal yang secara 
otomatis meningkatkan kepatuhan, melainkan dipengaruhi oleh konteks, kesiapan 
pengguna, kualitas layanan, dan kapasitas kelembagaan. 
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Berdasarkan uraian tersebut, terdapat celah penelitian pada belum tersusunnya 
sintesis integratif yang secara khusus memetakan hubungan antara administrasi pajak 
digital dan kepatuhan wajib pajak dari berbagai temuan terdahulu. Penelitian yang 
ada umumnya masih berfokus pada pengujian variabel tertentu, seperti e-filing, e-tax 
adoption, taxpayer satisfaction, tax awareness, tax fairness, administrative efficiency, atau 
digital tax services, dalam konteks, sampel, dan metode yang berbeda. Akibatnya, 
pemahaman mengenai bagaimana administrasi pajak digital membentuk kepatuhan 
wajib pajak masih tersebar dan belum terintegrasi secara konseptual. Penelitian ini 
hadir untuk mengisi celah tersebut melalui integrative literature review terhadap 30 
artikel jurnal terindeks Scopus yang diperoleh melalui pencarian terstruktur pada 
periode 2020–2026. Tujuan penelitian ini adalah mensintesis perkembangan literatur 
mengenai administrasi pajak digital dan kepatuhan wajib pajak, mengidentifikasi 
faktor-faktor yang menjelaskan hubungan keduanya, serta merumuskan sintesis 
konseptual mengenai kontribusi administrasi pajak digital terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana perkembangan literatur 
mengenai administrasi pajak digital dan kepatuhan wajib pajak; faktor-faktor apa saja 
yang menjelaskan hubungan antara administrasi pajak digital dan kepatuhan wajib 
pajak; serta bagaimana sintesis integratif atas penelitian terdahulu menjelaskan 
kontribusi administrasi pajak digital terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan 
demikian, penelitian ini berkontribusi dalam menyediakan peta konseptual yang 
menempatkan administrasi pajak digital sebagai ekosistem yang melibatkan 
teknologi, kualitas layanan, perilaku wajib pajak, keadilan, kepercayaan, literasi 
digital, dan kapasitas kelembagaan. 

 

METODOLOGI 
Penelitian ini menggunakan pendekatan integrative literature review berbasis 

pencarian terstruktur pada database Scopus. Pendekatan ini digunakan untuk 
mensintesis temuan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara administrasi 
pajak digital dan kepatuhan wajib pajak dari berbagai konteks, metode, dan variabel 
penelitian. Data penelitian diperoleh melalui pencarian artikel pada database Scopus 
dengan menggunakan string pencarian berikut: 

 
TITLE-ABS-KEY ( ( "e-filing" OR "electronic filing" OR "e-tax" OR "electronic tax" OR "tax 
digitalization" OR "digital tax administration" OR "online tax" ) AND ( "tax compliance" OR 
"taxpayer compliance" ) ) 

 
Hasil pencarian kemudian disaring menggunakan kriteria sebagaimana ditampilkan 
pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Kriteria Pencarian dan Seleksi Artikel 

Aspek Kriteria 

Database Scopus 

Periode publikasi 2020–2026 

Jenis dokumen Article 

Jenis sumber Journal 

Bahasa English 

Akses Open access 

Fokus kajian Administrasi pajak digital dan kepatuhan wajib pajak 

Jumlah artikel akhir 30 artikel 



 

223 
 

 
Proses analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, artikel yang terpilih 

dibaca secara mendalam untuk memahami fokus, konteks, metode, dan temuan utama 
masing-masing penelitian. Kedua, informasi penting diekstraksi ke dalam matriks 
literatur yang mencakup penulis, tahun, judul, konteks penelitian, tujuan, metode, 
hasil utama, keterbatasan, dan relevansi dengan penelitian ini. Ketiga, artikel 
dikelompokkan ke dalam tema-tema utama, yaitu adopsi teknologi pajak digital, 
kualitas sistem dan kepuasan pengguna, efisiensi administrasi, kesadaran dan 
pengetahuan pajak, keadilan dan kepercayaan, literasi digital, serta perilaku wajib 
pajak. Keempat, temuan dari setiap tema disintesis secara naratif-integratif untuk 
mengidentifikasi pola hubungan, perbedaan hasil, inkonsistensi temuan, celah 
penelitian, dan kontribusi konseptual. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebaran Artikel dan Fokus Kajian 

Hasil telaah terhadap 30 artikel menunjukkan bahwa kajian mengenai 
administrasi pajak digital dan kepatuhan wajib pajak berkembang dalam berbagai 
istilah, antara lain e-filing, e-tax, e-billing, e-payment, e-invoicing, e-government, digital tax 
services, tax digitalization, fiscalization, dan digital tax administration. Artikel yang 
dianalisis terbit pada periode 2020–2026 dan mencakup berbagai konteks negara, 
seperti Indonesia, Uganda, Nigeria, Vietnam, Eswatini, Albania, Chile, Afrika Selatan, 
Mesir, kawasan Amerika Latin, serta studi lintas negara. 

Secara umum, perkembangan literatur menunjukkan pergeseran fokus dari 
pembahasan mengenai penerapan sistem pajak elektronik menuju kajian yang lebih 
luas mengenai mekanisme, prasyarat, dan dampak digitalisasi terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Artikel awal banyak membahas peran e-filing, e-government, dan electronic 
tax system dalam menurunkan biaya kepatuhan, meningkatkan efisiensi administrasi, 
dan mendorong kepatuhan. Sementara itu, artikel yang lebih baru mulai menekankan 
faktor adopsi teknologi, kepuasan pengguna, kualitas sistem, literasi digital, keadilan 
pajak, kepercayaan, serta kapasitas kelembagaan sebagai faktor yang menentukan 
keberhasilan administrasi pajak digital. Ringkasan tema utama dari artikel yang 
dianalisis disajikan pada Tabel 2. 
 
Tabel 2. Ringkasan Tema Utama Hasil Literature Review 

Kelompok Tema Artikel yang Termasuk Temuan Utama 

Adopsi teknologi 
pajak digital 

Bojuwon et al., (2026); Do et al., 
(2022); Inegbedion, (2025); Night 
& Bananuka, (2020); Salawu et 
al., (2025); Otekunrin et al., 
(2021) 

Adopsi sistem pajak elektronik, 
kemudahan penggunaan, manfaat yang 
dirasakan, ekspektasi kinerja, dan 
kompetensi sistem berhubungan dengan 
kepatuhan wajib pajak. 

Kualitas sistem 
dan kepuasan 
pengguna 

Ariyanto et al., (2024); Bojuwon et 
al., (2026); Devano et al., (2023); 
Saptono et al., (2023) 

Kualitas sistem, kualitas layanan, 
penggunaan sistem, dan kepuasan 
pengguna menjadi faktor penting dalam 
mendorong niat dan perilaku kepatuhan 
pajak. 

Digitalisasi 
administrasi dan 
efisiensi 

Grabareva & Pogorletskiy, 
(2026); Kochanova et al., (2020); 
Kokalari & Guma, (2025); 
Magumba et al., (2026); Pali & 

Digitalisasi administrasi pajak 
berhubungan dengan efisiensi pelayanan, 
penurunan biaya kepatuhan, transparansi, 
pengawasan, dan penerimaan pajak. 
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Rama, (2025; Rokhman et al., 
(2023) 

Kesadaran, 
pengetahuan, dan 
literasi digital 

Hung et al., (2024); Mac, (2025); 
Matshona et al., (2024); Michael et 
al., (2025); Supriyati et al., (2025);   

Kesadaran pajak, pengetahuan pajak, 
keterampilan teknologi informasi, dan 
literasi digital memperkuat kemampuan 
wajib pajak dalam menggunakan sistem 
digital dan memenuhi kewajiban pajak. 

Keadilan, 
kepercayaan, dan 
faktor perilaku 

(AbdelNabi et al., 2022; Alkausar 
et al., 2022; Cahyonowati et al., 
2020; Fajriana et al., 2023; 
Hidayat et al., 2023; Utama et al., 
2022) 

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya 
ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh 
sikap, risiko yang dirasakan, keadilan, 
kepercayaan, religiositas, empati, dan 
iklim hubungan antara wajib pajak dan 
otoritas pajak. 

Temuan beragam 
dan konteks kritis 
digitalisasi 

Bui et al., (2026); Dote-Pardo et 
al., (2025); Masuku et al., (2025); 
Santoro et al., (2024) 

Dampak digitalisasi terhadap kepatuhan 
tidak selalu seragam karena dipengaruhi 
oleh usia, pendidikan, lokasi, ukuran 
usaha, metode pembayaran, kejelasan 
hukum, kualitas audit, dan kapasitas 
kelembagaan. 

 

Adopsi Teknologi Pajak Digital dan Kepatuhan Wajib Pajak 

Tema pertama yang muncul dari hasil review adalah pentingnya adopsi 
teknologi pajak digital. Literatur menunjukkan bahwa keberadaan sistem digital tidak 
secara otomatis meningkatkan kepatuhan apabila wajib pajak tidak menerima, 
memahami, dan menggunakan sistem tersebut secara aktual. Night dan Bananuka 
(2020) serta Do et al. (2022) menunjukkan bahwa adopsi sistem pajak elektronik 
berperan sebagai penghubung antara sikap terhadap sistem digital dan kepatuhan 
pajak. Dengan demikian, sikap positif terhadap sistem digital perlu diwujudkan 
dalam penggunaan aktual agar dapat berkontribusi pada kepatuhan. Otekunrin et al. 
(2021) juga menunjukkan bahwa efektivitas e-tax system berperan dalam 
menurunkan tax evasion melalui peningkatan kepatuhan dan perubahan sikap wajib 
pajak terhadap sistem elektronik. 

Temuan serupa juga terlihat dalam studi Inegbedion (2025), Salawu et al. (2025), 
dan Bojuwon et al. (2026), yang menekankan bahwa penerimaan sistem, performance 
expectancy, effort expectancy, kepuasan pengguna, dan kompetensi sistem berkaitan 
dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi pajak digital 
perlu dirancang tidak hanya sebagai instrumen pelaporan dan pembayaran, tetapi 
juga sebagai sistem yang mudah digunakan, bermanfaat, aman, dan sesuai dengan 
kapasitas pengguna. 

Kualitas Sistem, Kepuasan Pengguna, dan Efisiensi Administrasi 

Tema kedua berkaitan dengan kualitas sistem dan kepuasan pengguna. Devano 
et al. (2023), Saptono et al. (2023), Ariyanto et al. (2024), dan Bojuwon et al. (2026) 
menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas layanan, penggunaan sistem, dan 
kepuasan pengguna memiliki hubungan penting dengan kepatuhan pajak. Sistem 
digital yang mudah diakses, stabil, aman, cepat, dan informatif dapat menurunkan 
hambatan administratif yang sebelumnya dialami wajib pajak dalam proses pelaporan 
dan pembayaran pajak. 

Selain kualitas sistem, efisiensi administrasi juga menjadi mekanisme penting 
dalam menjelaskan hubungan antara digitalisasi pajak dan kepatuhan. Kochanova et 
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al. (2020) menunjukkan bahwa e-filing dapat menurunkan waktu dan biaya 
kepatuhan. Rokhman et al. (2023) juga menemukan bahwa e-government, e-billing, 
dan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, 
Magumba et al. (2026) menegaskan bahwa efisiensi administrasi memediasi hubungan 
antara adopsi e-tax dan kepatuhan pajak. Dengan demikian, kontribusi digitalisasi 
terhadap kepatuhan tidak hanya terletak pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada 
kemampuannya menyederhanakan proses administrasi. 

Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Literasi Digital 

Tema ketiga menunjukkan bahwa kepatuhan dalam lingkungan pajak digital 
sangat dipengaruhi oleh kesadaran, pengetahuan, dan literasi digital wajib pajak. Mac 
(2025) dan Matshona et al. (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran 
pajak berperan penting dalam membentuk perilaku patuh. Supriyati et al. (2025) juga 
menemukan bahwa kesadaran pajak dapat memperkuat hubungan antara digitalisasi 
pajak dan kepatuhan wajib pajak. 

Dalam konteks sistem digital, literasi digital menjadi faktor yang semakin 
penting. Hung et al. (2024) menunjukkan bahwa perceived ease of use, perceived 
usefulness, dan keterampilan teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan 
pajak elektronik. Dote-Pardo et al. (2025) juga menunjukkan bahwa penggunaan 
layanan pajak digital dapat berbeda berdasarkan tingkat pendidikan, usia, tempat 
tinggal, dan kemampuan navigasi platform. Temuan ini menegaskan bahwa 
digitalisasi pajak perlu disertai edukasi, sosialisasi, dan dukungan teknis agar tidak 
menciptakan kesenjangan kepatuhan antara wajib pajak yang mampu mengakses 
sistem digital dan wajib pajak yang mengalami keterbatasan digital. 

Keadilan, Kepercayaan, dan Faktor Perilaku 

Tema keempat memperlihatkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya 
dipengaruhi oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, dan 
kelembagaan. Fajriana et al. (2023) menunjukkan bahwa keadilan pajak dan 
kepercayaan wajib pajak berperan dalam membangun kepatuhan sukarela. 
Cahyonowati et al. (2020) menekankan pentingnya iklim pajak yang sinergis, 
sedangkan AbdelNabi et al. (2022) menunjukkan bahwa voice dan empathy dapat 
mendorong perilaku patuh. 

Hidayat et al. (2023) dan Utama et al. (2022) juga menunjukkan bahwa sikap, 
religiositas, dan risiko yang dirasakan berkaitan dengan niat kepatuhan pajak. 
Namun, temuan mengenai peran e-filing sebagai moderator tidak selalu konsisten. Hal 
ini menunjukkan bahwa sistem digital tidak dapat berdiri sendiri sebagai penentu 
kepatuhan. Keberhasilan digitalisasi pajak tetap bergantung pada persepsi wajib pajak 
terhadap keadilan, kepercayaan terhadap otoritas, dan kualitas hubungan antara 
wajib pajak dan institusi perpajakan. 

Sintesis Integratif 

Berdasarkan hasil review, administrasi pajak digital dapat mendorong 
kepatuhan wajib pajak melalui beberapa jalur utama. Pertama, jalur teknologi, yaitu 
ketika e-filing, e-tax, e-billing, e-payment, dan layanan pajak digital mempermudah 
proses pelaporan dan pembayaran pajak. Kedua, jalur adopsi, yaitu ketika wajib pajak 
menerima dan menggunakan sistem digital karena sistem tersebut dianggap mudah, 
bermanfaat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, jalur kualitas layanan, yaitu 
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ketika sistem digital memiliki kualitas yang baik dan memberikan kepuasan kepada 
pengguna. Keempat, jalur pengetahuan dan literasi, yaitu ketika wajib pajak memiliki 
pemahaman pajak dan kemampuan digital yang memadai. Kelima, jalur kelembagaan 
dan perilaku, yaitu ketika digitalisasi didukung oleh keadilan, kepercayaan, 
transparansi, dan kapasitas otoritas pajak. 

Namun, hasil review juga menunjukkan bahwa pengaruh administrasi pajak 
digital terhadap kepatuhan tidak selalu langsung dan seragam. Beberapa penelitian 
menunjukkan hasil campuran karena dipengaruhi oleh konteks wajib pajak, ukuran 
usaha, metode pembayaran, usia, pendidikan, lokasi, akses digital, kualitas layanan, 
dan kesiapan kelembagaan. Dengan demikian, administrasi pajak digital sebaiknya 
tidak dipahami hanya sebagai penerapan aplikasi atau platform elektronik, tetapi 
sebagai ekosistem yang mengintegrasikan teknologi, perilaku wajib pajak, kualitas 
layanan, literasi digital, keadilan, kepercayaan, dan tata kelola institusional. 

Temuan ini memperkuat argumen bahwa digitalisasi administrasi pajak dapat 
menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi 
efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi dan konteks pengguna. 
Oleh karena itu, pengembangan administrasi pajak digital perlu diarahkan tidak 
hanya pada modernisasi sistem, tetapi juga pada peningkatan pengalaman pengguna, 
edukasi perpajakan, pemerataan akses digital, penguatan kepercayaan, dan perbaikan 
tata kelola layanan perpajakan. 
 

SIMPULAN 
Berdasarkan hasil integrative literature review terhadap 30 artikel jurnal 

terindeks Scopus periode 2020–2026, penelitian ini menyimpulkan bahwa 
administrasi pajak digital memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib 
pajak. Digitalisasi administrasi pajak melalui e-filing, e-tax, e-billing, e-payment, e-
invoicing, dan layanan pajak digital lainnya dapat meningkatkan kepatuhan dengan 
menyederhanakan prosedur, menurunkan biaya kepatuhan, mempercepat pelaporan 
dan pembayaran, serta meningkatkan efisiensi layanan perpajakan. 

Namun, hubungan antara administrasi pajak digital dan kepatuhan wajib pajak 
tidak selalu bersifat langsung dan seragam. Hasil sintesis menunjukkan bahwa 
pengaruh digitalisasi pajak bekerja melalui beberapa mekanisme, yaitu adopsi 
teknologi, kualitas sistem, kepuasan pengguna, efisiensi administrasi, kesadaran 
pajak, pengetahuan pajak, keadilan, kepercayaan, literasi digital, dan kapasitas 
kelembagaan. Dengan demikian, administrasi pajak digital tidak cukup dipahami 
sebagai penerapan sistem elektronik, tetapi sebagai ekosistem yang mengintegrasikan 
teknologi, perilaku wajib pajak, kualitas layanan, dan tata kelola institusional. 

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan memetakan faktor-
faktor utama yang menjelaskan hubungan antara administrasi pajak digital dan 
kepatuhan wajib pajak. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
otoritas pajak perlu memperhatikan kualitas sistem, kemudahan penggunaan, edukasi 
perpajakan, keamanan data, pemerataan akses digital, serta penguatan kepercayaan 
wajib pajak agar digitalisasi administrasi pajak dapat berjalan efektif. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan artikel 
berbahasa Inggris, berjenis artikel jurnal, tersedia secara open access, dan terindeks 
Scopus. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sumber 
data, menggunakan pendekatan systematic literature review atau analisis bibliometrik, 
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serta menguji model konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini melalui 
pendekatan empiris pada berbagai kelompok wajib pajak dan konteks negara yang 
berbeda. 
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